PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN DUSUN

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa sebagai dampak dari perkembangan wilayah, bak
pertambahan jumlah penduduk maupun perpindahan tempat tinggal
telah menyebabkan adanya sgumlah  dusun/desa/kelompok
masyarakat mengalami perubahan aksesibilitas sehingga beberapa
pemerintah desa dan dusun menyampaikan permohonan untuk
dibentuk desa atau dusun baru;

. bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan

pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa
dan dusun di Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penataan
terhadap Desa dan Dusun yang meliputi Pembentukan, Peralihan
dan Perubahan Nama Desa dan Dusun se Kabupaten Kapuas Hulu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk membentuk Peraturan
Daerah;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1l di Kaimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provins dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2009;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010.

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUASHULU

Menetapkan

dan
BUPATI KAPUASHULU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN DUSUN DI KABUPATEN
KAPUAS HULU.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu diubah sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan Pasal 1 disisipkan angka 4, 12, 13, dan 14 yang berbunyi sebagai
berikut:

4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota
dalam wilayah kerja Kecamatan.

13. Kepala Desa adalah Pimpinan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang
bersangkutan.

14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris
Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

2.  Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(3) Pembentukan Desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan
Pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

3. Ketentuan pada BAB Il (PERALIHAN DESA DAN DUSUN) dan BAB IV
(PERUBAHAN NAMA DESA DAN DUSUN) dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan ayat
(1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 111
PERALIHAN DESA DAN DUSUN
Pasal 3

(1) Perdihan Desa dan Dusun dilakukan dalam satu Kecamatan dan atau antar
Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

(2) Nama-nama Desa dan Dusun yang dialihkan sebagaimana tercantum pada Lampiran
yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



